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MOTTO : 

 

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam 

perbuatan.” * 

 

- Pramoedya Ananta Toer -

                                                           
* Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, Lentera Dipantara, Jakarta, 2005, hlm.77. 
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RINGKASAN 

 

Pembebanan Hak Pakai Atas Tanah Dengan Hak Tanggungan; Lana Aulia 

Afiftania, 150710101177; 2019: 52 halaman; Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Jember. 

 

Hak pakai atas tanah adalah salah satu hak yang lahir dari konversi hak 

tanah adat ataupun hak tanah barat dan diatur dalam bagian kedua UUPA. Hak 

pakai atas tanah diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 yang 

menyebutkan bahwa hak pakai atas tanah hak pengelolaan dan hak pakai atas tanah 

negara dapat dijadikan objek jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 

UUHT sebagai regulasi hak tanggungan menunjuk hak – hak atas tanah yang dapat 

menjadi objek hak tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, serta hak pakai atas tanah negara. UUHT maupun PP Nomor 40 Tahun 

1996 menjadikan hak pakai atas tanah sebagai salah satu objek hak tanggungan 

tetapi penunjukan tersebut tidak ditetapkan dalam UUPA. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ketentuan hukum terhadap 

hak pakai atas tanah sebagai objek hak tanggungan dan bagaimana penerapan asas 

droit de preference dalam pembebanan hak pakai atas tanah. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui regulasi penggunaan hak pakai atas tanah sebagai objek hak 

tanggungan dan pemberlakuan asas droit de preference dalam pelaksanaannya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan cara 

meneliti permasalahan melalui bahan pustaka yaitu sumber bahan hukum primer 

dan sumber bahan hukum sekunder, melalui pendekatan perundang – undangan dan 

pendekatan konseptual. Metode deduktif digunakan dalam menganalisis bahan 

hukum dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum 

menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat dicapai suatu preskripsi 

mengenai apa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan.  

Kesimpulan Pertama yaitu dengan memperhatikan kedudukan perundang 

– undangan, PP Nomor 40 Tahun 1996 merupakan norma turunan yang dibentuk 

berdasarkan kebutuhan undang – undang yaitu UUHT dan UUPA. Salah satu 

kebutuhannya yaitu pengaturan atas penjaminan hak pakai atas tanah sebagai hak 

yang dapat dibebani hak tanggungan. Akibatnya, PP Nomor 40 Tahun 1996 berlaku 

bagi masyarakat Indonesia terutama dalam dunia perkreditan karena telah 

memenuhi kriteria tatanan hukum yang baik. Kedua, mengenai hak pakai atas tanah 

sebagai salah satu objek hak tanggungan mengakibatkan asas – asas yang berlaku 

pada hak tanggungan akan diterapkan pula dalam pelaksanaan pembebanan hak 

pakai atas tanah. Salah satu asasnya yaitu asas droit de preference yang 

memberikan keistimewaan bagi kreditur satu atas kreditur lainnya. Penerapan asas 

dilakukan sebagai wujud terlaksananya sistem dalam norma hukum dimana bagian 

– bagiannya diterapkan secara berkaitan dan utuh. 

Terdapat dua saran yang dikemukakan penulis yaitu, Pertama, penentuan 

hak pakai atas tanah sebagai objek hak tanggungan ditetapkan dalam UUHT dan 
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PP Nomor 40 Tahun 1996 yang mana dalam peraturan pemerintah tersebut terjadi 

penambahan objek jaminan berupa hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Menurut 

kaidah peraturan perundang – undangan hal ini tidak dapat dibenarkan karna UUHT 

tidak menunjuk hak pakai atas tanah hak pengelolaan sebagai objek hak 

tanggungan. Maka UUHT sebagai aturan pokok hak tanggungan seharusnya turut 

menetapkan hak pakai atas tanah hak pengelolaan sebagai objek hak tanggungan 

dalam bagian bab hak – hak atas tanah yang dapat menjadi objek hak tanggungan. 

Kedua, UUHT sebagai tonggak regulasi hak tanggungan sebaiknya memberikan 

kedudukan yang jelas kepada kreditur kedua, ketiga, dan seterusnya. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh adalah dengan melahirkan aturan hukum tentang kedudukan 

para kreditur dalam rangka memberi kesempatan yang sama untuk memiliki 

kewenangan – kewenangan seperti kreditur pada peringkat pertama sebagaimana 

hakikat asas droit de preference. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sumber falsafah hukum pertanahan di Indonesia didasarkan pada Undang 

– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seterusnya disingkat 

UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa 

diberikan kekuasaan kepada negara untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat 

sebagai semangat luhur dalam pemanfaatan bumi dan segala kandungan di 

dalamnya yang diartikan sebagai tanah.1 Pasal tersebut sebagai landasan regulasi 

atas tanah, tetapi tidak mengatur secara rinci bagaimana hukum materil tentang 

pertanahan. 

Sehubungan dengan itu, dibentuklah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria untuk seterusnya disingkat 

UUPA. Pembentukan UUPA dirumuskan dengan meletakkan dasar bagi hukum 

agraria nasional yang akan membawa kemakmuran, keadilan, maupun kepastian 

hukum teruntuk bangsa dan negara. Selain itu, UUPA sebagai aturan hukum 

pertanahan tentang pemilikan dan penggunaan tanah didasarkan pada pengamalan 

nilai – nilai Pancasila. Ruang lingkup hukum pertanahan dalam UUPA tidak 

mengatur tanah dalam berbagai aspek, melainkan hanya mengatur hak – hak atas 

tanah.2 

Beberapa hak atas tanah yang diatur UUPA meliputi hak milik, hak guna 

usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lainnya. Hak atas tanah yang menjadi 

pembahasan penelitian yaitu hak pakai atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 

UUPA mengatur hak pakai atas tanah meliputi pengertian hak pakai, syarat 

pemberian hak pakai, subjek hukum dan ketentuan peralihan hak pakai atas tanah. 

Pasal 41 UUPA mengartikan hak pakai sebagai hak untuk menggunakan hasil dari 

tanah yang dikuasai suatu subjek hukum yang didapatkan melalui pemberian hak 

                                                           
1 Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Kencana, Jakarta, 2017, 

hlm.16. 
2 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.10. 
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oleh pejabat negara atau berasal dari perjanjian yang telah disepakati dengan orang 

– perorangan secara tertulis. 

Sementara itu, pengaturan tentang hak tanggungan tertera dalam Undang 

– Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah untuk seterusnya disingkat UUHT. 

Pasal 1 UUHT menjabarkan bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan yang 

dibebankan pada suatu hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda yang 

memiliki satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang serta memberikan 

kedudukan tertentu untuk diutamakan bagi para krediturnya. Pasal 4 UUHT 

menyebutkan bahwa hak – hak atas tanah yang dapat dibebankan dengan hak 

tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai 

atas tanah negara. 

Pada awal periode pembentukan UUHT hak pakai atas tanah negara tidak 

memiliki daya tarik bagi kreditur karena jangka waktu dan sifat kedudukannya 

lemah dibandingkan dengan objek hak tanggungan lainnya. Lalu, dalam 

perkembangan dunia perbankan saat ini bank menghendaki suatu agunan atau 

jaminan dari harta kekayaan debitur dengan syarat bank telah meyakini keamanan 

objek jaminan untuk menghindari adanya resiko.3 Keamanan dapat dilihat melalui 

peraturan perundang – undangan apakah jaminan tersebut telah diatur 

keabsahannya atau belum. Hak pakai atas tanah merupakan salah satu objek 

jaminan yang ditetapkan oleh undang – undang. Melihat perkembangan hak pakai 

yang dimanfaatkan sebagai agunan dalam pemberian kredit, menunjukkan bahwa 

hak pakai atas tanah sangat dipertimbangkan sebagai penyokong kesejahteraan 

usaha masyarakat dalam dunia perbankan. 

Hak – hak atas tanah yang menjadi objek jaminan dikenal dengan 

pembebanan hak atas tanah tertentu dengan hak tanggungan. Pembebanan hak 

pakai atas tanah dengan hak tanggungan diatur lebih rinci dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

                                                           
3 Ikhwana Nandasari, Tesis: “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Di Palembang”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2009), hlm.2. 
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dan Hak Pakai Atas Tanah untuk seterusnya disingkat PP Nomor 40 Tahun 1996. 

Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa pembebanan pada hak 

pakai atas tanah dapat dilakukan terhadap hak pakai atas tanah negara dan hak pakai 

atas tanah hak pengelolaan. PP Nomor 40 Tahun 1996 sebagai peraturan pelaksana 

dari UUPA melalui UUHTmenjadi aturan pelaksanaan hak pakai atas tanah sebagai 

objek jaminan hak tanggungan. Hal ini mengacu pada prinsip negara hukum di 

Indonesia yang memiliki arti setiap peraturan perundang – undangan yang ada 

haruslah bersumber dan berdasar pada peraturan perundang – undangan yang lebih 

tinggi sebagai dasar pertimbangannya. Konstitusi dasar hukum pertanahan di 

Indonesia adalah UUPA. Akan tetapi, dalam UUPA tidak mengatur hak pakai atas 

tanah sebagai salah satu objek hak tanggungan. 

Oleh karena itu, timbul persepsi bagaimana PP Nomor 40 Tahun 1996 

tidak menimbulkan pertentangan dalam pengaturan hukum hak pakai atas tanah 

sebagai objek hak tanggungan bila dikaji melalui UUPA, apakah hak pakai atas 

tanah sebagai objek hak tanggungan selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan 

asas – asas hukum pertanahan yang dianut dalam UUPA, bagaimana hak pakai atas 

tanah sebagai objek hak tanggungan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis 

bila tidak dicantumkan secara jelas pelaksanaannya dalam UUPA, dan bagaimana 

pelaksanaan pembebanan hak pakai atas tanah dengan hak tanggungan di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik diangkat suatu permasalahan 

dengan judul “Pembebanan Hak Pakai Atas Tanah Dengan Hak Tanggungan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan 

permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah pengaturan hukum terhadap hak pakai atas tanah sebagai objek 

hak tanggungan ? 

2. Bagaimana penerapan asas droit de preference dalam pembebanan hak 

pakai atas tanah dengan hak tanggungan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Tujuan umum penelitian ini secara umum meliputi : 

a  Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Jember. 

b Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sarana pengembangan ilmu 

hukum dan literatur keilmuan bagi mahasiswa yang sedang menempuh 

studi ilmu hukum. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi : 

a  Mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum tentang penggunaan hak 

pakai atas tanah sebagai objek pembebanan hak tanggungan. 

b  Mengetahui pemberlakuan asas droit de preference dalam penjaminan hak 

pakai atas tanah dengan hak tanggungan sesuai peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 

Manfaat teoretis penelitian skripsi ini yaitu memberikan sumbangsih 

wawasan, khususnya ilmu hukum pertanahan tentang teori hak pakai atas tanah 

sebagai objek pembebanan hak tanggungan serta pemberlakuan asas droit de 

preference terhadapnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis penelitian skripsi ini yaitu memberikan manfaat untuk 

pemerintah ataupun praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan untuk memutus 

suatu perkara maupun dalam proses pembuatan regulasi di bidang hukum 

pertanahan khususnya hukum jaminan atas tanah. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 

1.5.1 Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian skripsi ini 

adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi 

sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan 

hukum tersier.4 

 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

 

 Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu, pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Latar belakang digunakannya pendekatan  

perundang – undangan adalah untuk menganalisis isu hukum yang dibahas melalui 

pengkajian hukum normatif karena isu hukum telah diatur dalam peraturan 

pemerintah dan undang – undang. Selanjutnya, latar belakang digunakannya 

pendekatan konseptual adalah untuk mengungkap kaidah dan norma yang berkaitan 

dengan isu hukum melalui konsep – konsep serta doktrin para ahli hukum. 

 

 

 

                                                           
4 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, 

Jakarta, 2015, hlm.19. 
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1.5.3 Sumber bahan hukum 

 

 Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum 

primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi: 

a Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – 

Pokok Agraria; 

c Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan; 

d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah; 

e Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

f Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – Undangan; 

g Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 

h Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan 

Air; 

i Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; 

k Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 

Indonesia; 

l Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan 

m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan 

– Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan 

Perusahaan Hak Pengelolaan. 

Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku yang ditulis para ahli 

hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, jurnal hukum, desertasi, tesis, sampai 

dengan skripsi hukum, serta komentar undang – undang dan/atau komentar putusan 

pengadilan.5 Sementara itu, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan untuk 

                                                           
5 Yentenowa Iek, Tesis: “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pembuatan Akta Perjanjian Jual 

Beli Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1654/K/PDT/2013)”, (Jember: 

Universitas Jember, 2018), hlm.20. 
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mengkaji isu hukum dalam penelitian ini meliputi buku – buku para ahli hukum, 

karya ilmiah hukum, serta kamus hukum yang memiliki keterkaitan dengan teori – 

teori pembebanan pada hak pakai atas tanah dengan hak tanggungan. 

 

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Sumber Bahan Hukum 

 

 Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi, 

identifikasi, klasifikasi, dan sistemasi atas sumber bahan hukum. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teknik studi 

kepustakaan yaitu membaca, menelaah, kemudian mencatat dan merumuskan 

ulasan bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan pembebanan hak pakai atas 

tanah dengan hak tanggungan. Analisis sumber bahan hukum diartikan suatu proses 

untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui beberapa cara 

yaitu:6 

“ 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan; 2) 

Mengumpulkan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum 

termasuk pula bahan non hukum; 3) Menelaah permasalahan yang 

dibahas berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; 4) Menarik 

kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan 5) 

Memberikan preskripsi sesuai dengan argumentasi yang dibangun dalam 

kesimpulan.” 

 

                                                           
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.171. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penguasaan Hak Atas Tanah 

 

2.1.1 Pengertian Tanah 

 

Tanah dapat dimaknai sebagai lahan atau land yang merujuk pada suatu 

bidang tanah, dan apabila ditinjau dari volume diistilahkan dengan soil. Pada ruang 

lingkup hukum pertanahan di Indonesia tidak membedakan antara lahan (land) dan 

tanah (soil).7 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah 

dan Air mengartikan lahan sebagai bagian daratan dari permukaan bumi suatu 

lingkungan fisik yang mencakup tanah beserta faktor lain yang mempengaruhi 

penggunaan lahan tersebut berupa relief, iklim, hidrologi, aspek geologi sebagai 

faktor alam ataupun hasil bentukan manusia. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Perkebunan mengartikan tanah sebagai permukaan bumi baik yang 

daratan ataupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang pemanfaatan dan 

penggunaannya berhubungan langsung dengan permukaan bumi termasuk ruang 

yang berada di atas dan/atau di dalamnya. 

UUPA tidak mengartikan tanah secara tegas. Kata “tanah” tercantum 

dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai negara ditentukan 

beberapa macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah dan dapat diberikan 

kepada subjek hukum. Pasal tersebut menyetarakan pengertian hak atas permukaan 

bumi dengan hak atas tanah. Boedi Harsono memberi pengertian bahwa hak atas 

tanah merupakan hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas dan berdimensi 

dua dengan ukuran panjang dan lebar. Namun Maria S.W. Sumardjono 

mendefinisikan hak atas tanah sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi 

                                                           
7 Waskito dan Hadi Arnowo, Op Cit, hlm.4. 
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wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah tersebut beserta tubuh 

bumi, air, dan ruang yang ada diatasnya.8 

Kedua definisi tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas tanah sebagai 

objek suatu hak. Definisi pertama oleh Boedi Harsono mengartikan bahwa tanah 

merupakan suatu bidang dari bagian permukaan bumi yang memiliki dua dimensi 

yaitu panjang dan lebar. Sementara itu, Maria S.W. Sumardjono meyakini bahwa 

pengertian tanah pada Pasal 4 ayat (1) UUPA memiliki pengertian yang luas 

sebagai permukaan bumi termasuk tanah didalamnya, air, sampai dengan ruang 

yang berada diatasnya. 

 

2.1.2 Penguasaan Hak Atas Tanah 

 

Penguasaan hak atas tanah merupakan penguasaan yang lahir atas 

ketentuan hukum dan memberikan kewenangan pada penerima hak untuk memiliki 

tanah tersebut secara fisik. Penguasaan hak atas tanah lahir melalui amanah Pasal 

33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, berikut 

kekayaan alam lain yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan 

sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 

2 ayat (1) UUPA bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945 menjadikan negara sebagai penguasa tanah pada tingkatan tertinggi atas nama 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

H.M. Arba menjelaskan bahwa penguasaan hak atas tanah merupakan hak 

yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemilik tanah 

untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas tanah tersebut.9 Hak menguasai atas 

tanah oleh negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, persediaan, penggunaan, serta pemeliharaan atas bumi, air, ruang 

angkasa berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Negara sebagai 

penguasa hak atas tanah berwenang untuk mengatur dan menentukan hubungan 

hukum antara orang – perorangan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengannya. 

                                                           
8 Urip Santoso, “Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai”, Jurnal Mimbar 

Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, hlm.216. 
9 H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,  hlm.12. 
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Wewenang menguasai oleh negara tersebut dalam pelaksanaannya dapat 

diamanahkan pada daerah otonom atau masyarakat adat selama tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional guna mencapai kemakmuran rakyat dalam arti 

kesejahteraan, kebangsaan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 

Untuk mencapai hal itu, Pasal 4 UUPA mengamanahkan bahwa setelah 

timbul penguasaan atas tanah kepada negara, ditentukan adanya macam – macam 

hak atas tanah yang dapat diberikan ataupun dimiliki oleh subjek hukum baik 

sendiri maupun bersama – sama dan/atau badan hukum. Hak atas tanah yang 

dimiliki oleh subjek hukum memberikan wewenang untuk menggunakan tanah 

termasuk tubuh bumi, air, dan ruang yang ada diatasnya untuk kepentingan yang 

berhubungan langsung dengannya terkecuali apabila melanggar perundang – 

undangan yang berlaku. Selain hak atas tanah, pemberian penguasaan oleh negara 

termasuk pula hak atas air dan ruang angkasa. 

 

2.1.3 Macam – Macam Hak Atas Tanah 

 

Sebagai akibat diberikannya hak menguasai dari negara, UUPA 

menentukan macam – macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh 

subjek hukum baik sendiri maupun bersama – sama. Pasal 16 ayat (1) UUPA 

menentukan beberapa macam hak – hak atas tanah baik hak atas tanah yang bersifat 

primer ataupun hak atas tanah yang bersifat sekunder.10 Hak atas tanah yang bersifat 

primer meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, hak 

sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak lain yang akan 

ditetapkan dengan undang – undang. Selanjutnya, terdapat pula hak guna air, hak 

guna ruang angkasa, dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Penjelasan atas 

beberapa hak tersebut yaitu pada hak sewa diartikan sebagai hak untuk 

menggunakan tanah pihak lain setelah membayar kepada pemilik tanah sejumlah 

uang yang telah disepakati. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan 

dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, tetapi tidak menjadikan hak itu menjadi 

                                                           
10 Ibid, hlm. 96. 
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hak milik dengan sendirinya. Selanjutnya hak guna air serta hak pemeliharaan dan 

penangkapan ikan berhubungan dengan hak untuk memperoleh air yang berada 

diluar tanah yang ia miliki. Di sisi lain, hak guna ruang angkasa merupakan 

wewenang untuk memanfaatkan unsur – unsur ruang angkasa guna memelihara 

kekayaan alam disekitar tanah yang bersangkutan.  

Lalu terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat sekunder.11 Pertama 

adalah hak gadai yang merupakan hak dari pemberi gadai kepada penerima gadai 

untuk menguasai tanah pemberi gadai dengan pembayaran sejumlah uang. 

Pemegang gadai wajib menyerahkan kembali hak atas tanas itu apabila pemberi 

gadai telah memberikan uang tebusan. Kedua adalah hak sewa tanah pertanian yaitu 

hak yang diberikan kepada penerima sewa tanah pertanian untuk memanfaatkan 

tanah pertanian setelah pemberian sejumlah uang kepada pemilik hak atas tanah 

yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Ketiga adalah hak usaha bagi hasil yang 

merupakan hak untuk menggarap tanah pertanian pihak lain dengan kesepakatan 

bahwa hasil garapan akan dibagi dengan pemilik tanah menurut imbangan yang 

telah disepakati. Keempat adalah hak menumpang atas tanah yang merupakan hak 

yang diberikan kepada pihak lain untuk mendirikan dan/atau menempati rumah di 

atas pekarangan orang lain. Pemegang hak menumpang tidak memiliki kewajiban 

untuk membayar atau memberikan sesuatu kepada pemilik tanah. 

Beberapa hak atas tanah yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan 

yaitu, pertama adalah hak milik tercantum yang dalam Pasal 20 UUPA. Hak milik 

diartikan sebagai hak yang bersifat turun – temurun, terkuat, dan terpenuh yang 

dapat dimiliki oleh subjek hukum. Hak milik mempunyai fungsi sosial dan dapat 

beralih ataupun dialihkan pada pihak lain. Hak selanjutnya adalah hak guna usaha 

yang dijelaskan dalam Pasal 28 UUPA, bahwa hak guna usaha merupakan hak 

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan untuk perusahaan pertanian, peternakan, atau 

perikanan. Hak guna usaha juga dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. 

                                                           
11 Ibid, hlm.126. 
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Ketiga adalah hak guna bangunan yang diatur dalam Pasal 35 UUPA. 

UUPA menjelaskan bahwa hak guna bangunan merupakan hak untuk mempunyai 

dan mendirikan bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu 

paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang selama dua puluh tahun. Hak 

guna bangunan juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak lainnya 

yaitu hak pakai atas tanah yang diatur penggunaannya dalam Pasal 41 UUPA. Hak 

pakai atas tanah diartikan sebagai hak untuk memungut atau menggunakan hasil 

dari tanah yang dikuasai oleh negara ataupun tanah hak milik orang lain yang 

kewenangan dan kewajibannya diberikan oleh pejabat negara atau melalui 

kesepakatan dengan pemegang hak milik atas tanah. 

Hak terakhir adalah hak pengelolaan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan 

Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan. Hak 

Pengelolaan diartikan sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada subjek 

hukum seperti departemen, jawatan, atau daerah swatantra untuk dipergunakan bagi 

keperluan pelaksanaan usaha atau tugas masing – masing. 

 

2.2 Hak Pakai Atas Tanah 

 

Pasal 41 ayat (1) UUPA menyatakan hak pakai sebagai hak untuk 

memungut atau menggunakan hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah 

milik orang lain. Hak tersebut diberikan melalui keputusan pejabat negara atau 

melalui perjanjian tertulis dengan pemilik hak milik atas tanah dan tidak termasuk 

perjanjian sewa – menyewa atau perjanjian pengolahan tanah yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dan jiwa UUPA. Hak pakai terbit dari konversi hak 

lama. Bagian kedua UUPA tentang ketentuan konversi menyatakan bahwa hak 

eigendom milik pemerintah negara asing yang dipakai untuk keperluan rumah 

kediaman Kepala Perwakilan atau gedung kedutaan, sejak disahkannya UUPA 

maka dirubah menjadi hak pakai yang akan berlangsung selama tanah tersebut 

dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemilik hak pakai. 
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Selain itu, ditunjuk pula hak – hak atas tanah yang memberikan wewenang 

seperti hak pakai meliputi gebruik, grant controleur, bruikleen, anggaduh, 

ganggam bauntuik, hak vruchtgebruik, pituwas, bengkok, lungguh, hak gogolan, 

pekulen atau sanggah yang tidak bersifat tetap, ataupun hak – hak lain yang akan 

ditegaskan oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya UUPA hak – hak atas 

tanah tersebut menjadi hak pakai yang mana memberi kewajiban dan wewenang 

sebagaimana pemegang sah hak pakai atas tanah. Kewajiban dan wewenang yang 

diberikan tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan jiwa dan ketentuan 

UUPA.  

 PP Nomor 40 Tahun 1996 tidak memberikan pengertian hak pakai secara 

langsung, disebutkan dalam Pasal 1 pada bab ketentuan umum bahwa hak pakai 

adalah hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA. Simpulan atas 

pasal tersebut bahwa pengertian dan unsur hak pakai atas tanah adalah sama dengan 

pengertian dan unsur hak pakai atas tanah yang tercantum dalam UUPA. Lalu 

dalam penjelasan PP Nomor 40 Tahun 1996 terdapat penambahan makna hak pakai 

atas tanah bahwa ketentuan penggunaan dan penguasaan hak pakai atas tanah harus 

memperhatikan tata ruang, pemeliharaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan 

kepentingan bekas pemegang hak. 

Subjek hukum yang dapat memiliki hak pakai yaitu orang – perorangan 

berkewarganegaraan warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut 

hukum nasional dan berkedudukan di Indonesia, badan keagamaan dan badan 

sosial, orang – perorangan berkewarganegaraan asing yang berkedudukan di 

Indonesia, badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, pemerintah 

daerah, departemen, dan lembaga pemerintah non departemen, serta perwakilan 

badan internasional dan/atau perwakilan negara asing. 

Jangka waktu yang dimiliki hak pakai tidak ditentukan secara numerik 

dalam UUPA. Pasal 41 ayat (2) UUPA hanya menentukan bahwa hak pakai dapat 

dimiliki selama jangka waktu tertentu atau selama tanah itu dimanfaatkan sesuai 

peruntukannya. Sedangkan, dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 menentukan bahwa 

hak pakai dapat dimiliki oleh subjek hukum selama 25 (dua puluh lima) tahun dan 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu selama tanahnya dipergunakan. 
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Setelah dilakukan perpanjangan dan apabila jangka waktu perpanjangan telah habis 

maka hak pakai atas tanah tidak dapat diperpanjang lagi melainkan diperbaharui 

sebagai hak pakai diatas tanah yang sama. Tetapi untuk hak pakai atas tanah hak 

milik hanya diberikan jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak 

dapat diperpanjang. 

PP Nomor 40 Tahun 1996  menentukan tiga jenis dan kriteria hak pakai 

atas tanah. Pertama Pasal 41 PP Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah 

negara adalah salah satu tanah yang dapat diberikan hak pakai. Hak pakai tersebut 

diberikan melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. Pasal 43 PP Nomor 40 Tahun 1996 menerangkan bahwa pemberian hak 

pakai atas tanah negara wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Jenis kedua yaitu 

hak pakai atas hak pengelolaan yang didapatkan melalui keputusan pemberian hak 

oleh menteri atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk berdasarkan usul 

pemegang hak pengelolaan. Hak pakai atas tanah pengelolaan wajib pula 

didaftarkan di kantor pertanahan. Hak pakai atas tanah negara ataupun hak pakai 

atas hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain setelah 

mendapat persetujuan dari pejabat negara yang bersangkutan. Ketiga yaitu hak 

pakai atas tanah hak milik. Pada hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak lahir 

melalui perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

untuk seterusnya disingkat PPAT.12 Akta tersebut wajib didaftarkan pada buku 

tanah di kantor pertanahan. Pada hak pakai ini dapat dilakukan peralihan apabila 

telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian pemberian hak pakai atas hak milik 

dengan pihak yang bersangkutan.  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 PP Nomor 40 Tahun 1996, hak 

pakai atas tanah dapat hapus karena jangka waktu atas hak tersebut telah berakhir 

sesuai penetapan awal pemberian hak pakai atau dapat hapus apabila dibatalkan 

oleh pemberi hak pakai.  Hak pakai atas tanah juga dapat hapus karena dilepaskan 

secara sukarela sebelum jangka waktu yang diberikan habis. Selain itu, hak pakai 

hapus karena harus dilakukan pencabutan demi kepentingan umum. Penyebab 

                                                           
12 Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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lainnya hak pakai dapat hapus karena hak pakai ditelantarkan, tanah tersebut 

musnah, atau subjek hukum pemegang hak pakai tidak lagi memenuhi persyaratan 

sehingga hak pakai tersebut harus dialihkan pada pihak lain. Apabila tidak 

dialihkan, maka hak pakai atas tanah harus dihapuskan. 

 

2.3 Hak Tanggungan Atas Tanah 

 

2.3.1 Pengertian Hak Tanggungan Atas Tanah 

 

Hak tanggungan merupakan pengganti hypotheek yang sebelumnya diatur 

dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata untuk seterusnya disingkat 

KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan credietverband diatur dalam 

staatsblad 1937 – 190.13 Sesudah itu, terbit UUHT sebagai amanah dari ketetapan 

UUPA yang dalam Pasal 1 ayat (1) mengartikan hak tanggungan sebagai suatu hak 

jaminan yang dibebankan pada hak – hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda 

yang berkaitan dengan tanah itu untuk suatu pelunasan utang tertentu yang 

memberikan kedudukan diutamakan pada kreditur – krediturnya.14 

Hak tanggungan merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan. 

Apabila diuraikan dari pengertian hak tanggungan, maka dapat dikaji beberapa 

unsur yaitu, pertama hak tanggungan memiliki hubungan langsung dengan benda 

tertentu yang dalam hubungannya dengan hak jaminan benda tersebut merupakan 

hak atas tanah milik pemberi hak tanggungan. Kedua, hak tanggungan memiliki 

sifat dapat dipertahankan ataupun ditujukan kepada subjek hukum mana saja 

selama memenuhi syarat sebagai pemberi dan penerima hak tanggungan. Ketiga, 

hak tanggungan memiliki sifat droit de suite yang artinya hak tanggungan 

mengikuti objek jaminan ditangan siapapun hak itu berada. Keempat, hak 

tanggungan memiliki sifat mengutamakan satu kreditur atas kreditur lainnya. 

                                                           
13 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.172. 
14 Rachmadi Usman (i), Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.306. 
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Kelima, hak tanggungan dapat dipindahtangankan atau dialihkan pada pihak lain 

selama penerima dan pemberi hak tanggungan menghendaki.15 

Pembebanan dalam hak tanggungan berasal dari kata dasar beban. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia untuk seterusnya disingkat KBBI, mengartikan beban 

sebagai suatu berat yang harus dilakukan (ditanggung), suatu kewajiban, suatu 

tanggungan, atau suatu tanggung jawab. Sementara itu, pembebanan diartikan 

sebagai sebuah proses, cara, perbuatan membebani atau membebankan. 

Penggunaan kata pembebanan dalam ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan 

hukum jaminan baik dalam lembaga fidusia ataupun lembaga hak tanggungan. 

Pembebanan dalam fidusia berkaitan dengan pendaftaranya sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. Hal itu berlaku pula pada hak tanggungan karena fidusia 

ataupun hak tanggungan merupakan bagian dari hukum jaminan.16 

Pembebanan dalam hak tanggungan merupakan perbuatan hukum yang 

dilakukan kreditur dan debitur dalam hubungan utang piutang yang menimbulkan 

hak dan kewajiban bagi para pihak. UUHT dalam pengertian hak tanggungan 

menyebutkan bahwa pada suatu hak atas tanah dapat dilakukan pembebanan 

dengan hak jaminan berikut atau tidak berikut benda yang memiliki satu kesatuan 

dengan tanah untuk suatu pelunasan utang. Salim H. S. menyebutkan bahwa hukum 

jaminan dikenal pula sebagai pembebanan yang mana memberikan fasilitas kredit 

dengan menerapkan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan antara 

pemberi dan penerima jaminan.17 

Pembebanan hak – hak atas tanah dengan hak tanggungan secara umum 

bertujuan menjadikan hak atas tanah sebagai objek pelunasan utang tertentu. Pasal 

3 ayat (2) UUHT menyatakan bahwa hak tanggungan dapat dibebankan atas utang 

yang berasal lebih dari satu hubungan hukum atau atas lebih dari satu utang  pada 

beberapa hubungan hukum. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa perjanjian 

yang terjadi berupa satu hak tanggungan yang dilakukan oleh beberapa kreditur 

                                                           
15 Waskito dan Hadi Arnowo, Op Cit, hlm.202. 
16 Mick Mario V.S., “Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak 

Didaftarkan”, Lex Adminisratum, Volume V, Nomor 4, Juni 2017, hlm.13. 
17 Rachmadi Usman (ii), Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1. 
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berdasarkan beberapa kredit bilateral dengan debitur yang sama dapat dilakukan 

apabila sebelum pemberian kredit tersebut telah disepakatai oleh semua kreditur.18 

Tujuan selanjutnya yaitu memberikan jaminan keamanan pada objek hak 

tanggungan karena pembebanan hak tanggungan tidak dimaksudkan untuk 

melimpahkan objek kepada para kreditur. Objek jaminan digunakan sebagai 

pelunasan utang yang dijamin melalui cara yang ditetapkan oleh undang – undang 

yaitu melalui pelaksanaan lelang yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut 

dibagikan sesuai dengan utang yang dimiliki debitur. Apabila masih terdapat sisa, 

maka diberikan kembali kepada pemegang asal objek jaminan tersebut.  

Tujuan ketiga yaitu memberikan kepastian hukum dalam hal sita jaminan. 

Pada objek hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan. Apabila hak 

tanggungan diletakkan sita jaminan oleh pengadilan, maka pengadilan telah 

mengabaikan kedudukan para kreditur pemegang hak tanggungan. Mahkamah 

Agung menetapkan melalui Putusan Nomor 394K/Pdt/1984 tertanggal 31 Mei 

1985, bahwa atas barang yang telah menjadi objek jaminan utang tidak dapat 

diletakkan sita jaminan padanya (dalam perkara tersebut adalah jaminan utang pada 

Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik).19 

 

2.3.2 Asas – Asas dalam Hak Tanggungan Atas Tanah 

 

Asas hak tanggungan adalah prinsip hukum yang menjadi landasan 

berlakunya pembebanan hak tanggungan pada hak – hak atas tanah. Asas – asas hak 

tanggungan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu, pertama hak tanggungan 

memiliki prinsip dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. Sutan Remy 

Sjahdeini mengemukakan bahwa pelaksanaan hak tanggungan hanya dapat 

dilakukan atas tanah yang telah dimiliki oleh pemberi hak tanggungan. Pada hak – 

hak atas tanah yang akan dimiliki di kemudian hari tidak dapat dijadikan objek 

                                                           
18 Ibid, hlm.37. 
19 Supriadi, Op.Cit., hlm.182. 
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jaminan hak tanggungan.20 Asas kedua ialah hak tanggungan merupakan hak yang 

wajib didaftarkan. Asas ini ditentukan dalam Pasal 13 UUHT bahwa pemberian hak 

tanggungan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan setempat selambat – lambatnya 

tujuh hari kerja setelah akta pemberian hak tanggungan telah ditandatangani. 

Sebagai tanda bukti pendaftaran hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan 

sertipikat hak tanggungan pada pemegang hak tanggungan. 

Asas ketiga tertera dalam Pasal 7 UUHT yaitu, hak atas jaminan pada hak 

tanggungan tetap mengikuti objeknya ditangan siapapun objek tersebut berada. 

Terhadap perpindahan objek hak tanggungan tidak akan mengakhiri hak 

tanggungan yang timbul pada perjanjian awal. Sutan Remy Sjahdeini  

mengungkapkan bahwa hak tanggungan tidak akan berakhir walaupun objek hak 

tanggungan itu beralih pada pihak lain oleh sebab apa pun juga. Asas keempat yaitu 

hak tanggungan akan memberi kedudukan yang diutamakan kepada para 

krediturnya. Pelaksanaan atas asas ini diatur pada Pasal 20 ayat (1) UUHT yang 

menyebutkan bahwa pemegang hak tanggungan pertama memiliki hak untuk 

menjual objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji dan penjualan tersebut 

dilaksanakan melalui pelelangan umum melalui tata cara yang telah ditentukan 

dalam peraturan perundang – undangan. 

 

2.3.3 Pembebanan Hak Pakai Atas Tanah dengan Hak Tanggungan 

 

Hak tanggungan dapat dibebankan pada beberapa hak atas tanah. Tertera 

dalam Pasal 4 UUHT bahwa hak atas tanah yang dapat menjadi objek hak 

tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai 

atas tanah negara dengan ketentuan wajib didaftar dan bersifat dapat 

dipindahtangankan. Selain itu, dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun untuk seterusnya disingkat UU Nomor 20 Tahun 2011 Jo. 

Pasal 27 UUHT menyebutkan bahwa bangunan rumah susun dan hak milik atas 

                                                           
20 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas - Asas, Ketentuan – Ketentuan Pokok dan Masalah 

Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kanjian Mengenai Undang – Undang Hak Tanggungan), 

Alumni, Bandung, 1999, hlm.25. 
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satuan rumah susun yang berdiri di atas hak milik, hak guna bangunan, dan hak 

pakai atas tanah negara dapat pula menjadi objek hak tanggungan.21 

Pembebanan hak pakai atas tanah dengan hak tanggungan diatur dalam 

Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996, bahwa hak pakai atas tanah negara dan 

hak pakai atas tanah pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 

hak tanggungan. Kedua jenis hak pakai atas tanah tersebut dapat menjadi objek 

pembebanan hak tanggungan karena memenuhi syarat yang harus dipenuhi sebagai 

objek hak tanggungan yaitu wajib didaftarkan dan dapat dipindahtangankan.  

 

2.3.4 Akta Pembebanan Hak Tanggungan 

 

 Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk seterusnya disingkat APHT 

merupakan suatu akta otentik yang mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian 

hak tanggungan dari debitur kepada kreditur atas utang yang dijaminkan dengan 

hak tanggungan. Pasal 1 ayat (5) UUHT menjelaskan bahwa APHT adalah akta 

yang dibuat oleh PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada satu kreditur 

tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Penerbitan APHT didahului 

dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk seterusnya 

disingkat SKMHT yang paling lambat dibuat dalam jangka waktu satu bulan atau 

selambat – lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan. Substansi APHT ditetapkan 

dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT, bahwa dalam APHT berisi pencantuman identitas 

pemberi dan penerima hak tanggungan, domisili para pihak, pencantuman secara 

jelas utang – piutang yang diikuti dengan jaminannya. Selain itu, terdapat 

pencantuman nilai tanggungan dan uraian yang jelas mengenai objek hak 

tanggungan. APHT juga memuat janji – janji yang disepakati antara pemberi dan 

penerima hak tanggungan.22 

 Tata cara pendaftaran hak tanggungan atas tanah diatur dalam Pasal 13 

UUHT. Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan terdapat beberapa tahapan 

pendaftaran hak tanggungan. Tahapan pertama dilakukan penandatanganan APHT 

                                                           
21 Ibid, hlm.205. 
22 Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
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dihadapan PPAT, lalu PPAT mengirimkan APHT tersebut dan warkah lain yang 

dibutuhkan ke kantor pertanahan. Setelah itu, kantor pertanahan melakukan 

pendaftaran hak tanggungan dengan membuat buku tanah dan mencatatnya dalam 

buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan dan menyalin 

catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah. Tanggal buku tanah merupakan 

tanggal hari ketujuh setelah berkas dan warkah lain yang dibutuhkan telah lengkap. 

Tanggal dibuatnya buku tanah tersebut menentukan kedudukan tiap kreditur. 

Kantor pertanahan kemudian menerbitkan sertipikat hak tanggungan yang 

memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA” untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan. Teknis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan juga mengacu 

pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 

Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan, kemudian mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.23 

 

2.4 Asas Droit de Preference 

 

 Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa:24 

“Asas ini adalah asas yang berlaku pula bagi hipotik yang telah 

digantikan oleh hak tanggungan sepanjang yang menyangkut tanah. 

Dalam ilmu hukum asas ini dikenal sebagai droit de preference.” 

 Pasal 20 UUHT mengartikan bahwa asas Droit de Preference merupakan 

asas pada hak tanggungan yang memberikan jaminan utang dengan mengutamakan 

salah satu kreditur untuk menjual hak atas tanah tersebut karena debitur cidera janji. 

Penjualan hak atas tanah dilakukan dalam pelelangan umum untuk membayar utang 

debitur kepada kreditur pertama dengan mendahului kreditur – kreditur lainnya.25 

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa apabila debitur melakukan 

wanprestasi dalam jaminan hak tanggungan, maka kreditur khususnya kreditur 

                                                           
23 Supriadi, Op.Cit, hlm.195. 
24 Sutan Remy Syahdeini, Op. Cit., hlm.17. 
25 Ibid. 
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pertama memiliki hak untuk didahulukan dalam memenuhi piutangnya dengan cara 

mendahului kreditur lainnya untuk mengambil hasil penjualan harta benda milik 

debitur yang menjadi objek jaminan.  

 Asas doit de preference berasal dari hak preferent yang merupakan hak 

untuk mendahulukan diantara orang – orang yang berpiutang. Asas droit de 

preference terbit dari penjabaran Pasal 1131 (1) KUH Perdata yang menyatakan 

bahwa terdapat orang yang berhak untuk didahulukan diantara orang – orang yang 

berpiutang lainnya. Hak tersebut lahir atas hak istimewa (privilege), gadai, atau 

hipotik.26 Gadai merupakan penjaminan atas benda bergerak dan hipotik 

merupakan pemberian jaminan atas benda tidak bergerak. Selain hukum gadai dan 

hipotik, asas doit de preference kini berlaku pula dalam hukum jaminan fidusia dan 

hak tanggungan atas tanah. Pemberlakuan asas dalam hukum gadai tertera dalam 

Pasal 1150 KUH Perdata yang menyebutkan gadai sebagai hak yang diperoleh 

kreditur atas suatu barang bergerak sebagai jaminan utang. Lembaga gadai 

memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya 

atas barang itu dengan mendahului kreditur – kreditur lainnya. 

Jaminan fidusia diatur melalui ketentuan Pasal 27 Undang – Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa penerima 

jaminan fidusia memiliki hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak 

untuk didahulukan yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil 

eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Hak untuk didahulukan tersebut tidak 

akan hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. 

Selanjutnya, pada hak tanggungan atas tanah Pasal 6 UUHT menyebutkan bahwa 

dalam keadaan debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama 

memiliki hak untuk menjual objek jaminan tersebut atas kekuasaannya sendiri 

melalui pelelangan umum untuk pelunasan piutangnya. Hak untuk menjual atas 

kekuasaannya sendiri merupakan perwujudan dari kedudukan yang diutamakan 

pada kreditur pertama dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur sebagaimana inti 

dari asas Doit de Preference. 

                                                           
26 Rachmadi Usman (ii), Op.Cit, hlm.120. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 

1. Pengaturan hukum hak pakai atas tanah sebagai objek hak tanggungan 

didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UUHT yang menunjuk hak pakai atas 

tanah negara serta Pasal 4 ayat (3) UUHT yang menunjuk hak pakai atas 

tanah hak milik sebagai objek jaminan (akan diatur lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintah). Lalu, PP Nomor 40 Tahun 1996 sebagai peraturan 

pelaksana UUHT tepatnya Pasal 53 menunjuk hak pakai atas tanah negara 

dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan sebagai objek hak tanggungan. 

Penunjukan tersebut berlaku karena kedua jenis hak telah memenuhi unsur 

mutlak sebagai objek hak tanggungan yaitu wajib untuk didaftarkan serta 

dapat dialihkan kepada pihak lain. Objek hak tanggungan yaitu hak pakai 

atas tanah hak pengelolaan tidak ditentukan dalam UUHT, namun 

pelaksanaan pembebanan hak tanggungan pada objek tersebut tetap 

berlaku dan dilaksanakan sesuai tata cara yang ditentukan UUHT sebagai 

tonggak regulasi hak tanggungan dengan mempertimbangkan dasar – 

dasar hukum jaminan dalam UUPA. 

2. Penerapan asas droit de preference dalam pembebanan hak pakai atas 

tanah dengan hak tanggungan berasal dari hakikat hukum jaminan khusus. 

Melalui asas tersebut, hak tanggungan memberikan keistimewaan berupa 

pengutamaan kedudukan antara kreditur satu dengan kreditur lainnya yang 

disusun dalam peringkat – peringkat berdasarkan waktu pendaftaran hak 

tanggungan di kantor pertanahan. Kreditur – kreditur dalam hak 

tanggungan akan menikmati kedudukannya sesuai asas droit de preference 

jika debitur melakukan cidera janji berupa tidak dilaksanakannya 

kewajiban yang telah diperjanjikan baik secara sengaja, lalai, atau terdapat 

keadaan memaksa lainnya. Apabila debitur melakukan cidera janji, maka 

kreditur yang menduduki peringkat pertama dapat menjual objek hak 
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tanggungan melalui tata cara parate eksekusi. Selain itu kreditur yang 

menduduki peringkat pertama akan mendapatkan pelunasan piutangnya 

terlebih dahulu dengan mendahului kreditur kedua, ketiga, dan seterusnya. 

 

4.2 Saran 

 

1. Pengaturan hak pakai atas tanah sebagai objek jaminan dilaksanakan 

menurut PP Nomor 40 Tahun 1996 yang menunjuk hak pakai atas tanah 

negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan sebagai objek hak 

tanggungan. Akan tetapi, dalam UUHT tidak menentukan bahwa hak 

pakai atas tanah hak pengelolaan dapat menjadi objek hak tanggungan. 

Karna itu, terdapat kekeliruan dalam penerapan PP Nomor 40 Tahun 1996 

yang seharusnya peraturan pemerintah tersebut melaksanakan hal – hal 

yang telah dirumuskan dalam UUHT. Kekeliruan terjadi karna terdapat 

penambahan objek hak tanggungan yaitu hak pakai atas tanah hak 

pengelolaan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996. Seharusnya lembaga hak 

tanggungan juga menetapkan hak pakai atas tanah hak pengelolaan sebagai 

objek jaminan dalam ketentuan BAB II UUHT tentang objek hak 

tanggungan. Apabila penetapan hak pakai atas tanah hak pengelolaan 

sebagai objek hak tanggungan telah dilakukan, maka pemberlakuan PP 

Nomor 40 Tahun 1996 telah sesuai pelaksanaannya menurut ilmu 

perundang – undangan yang benar sehingga selaras dengan UUHT sebagai 

aturan pokok hak tanggungan atas tanah. 

2. Asas droit de preference yang diberikan lembaga hak tanggungan bagi 

kreditur peringkat pertama tidak mencerminkan asas keadilan dalam 

hukum. UUHT tidak menjelaskan ketentuan yang sama kepada kreditur 

kedua, ketiga, atau seterusnya berupa kewenangan untuk mendahului 

dalam melakukan perbuatan hukum pada objek hak tanggungan guna 

mendapatkan piutangnya kembali. Sampai saat ini, apabila kreditur 

menginginkan kewenangan istimewa seperti kreditur pertama, maka ia 
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harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pihak debitur. Sebaiknya 

UUHT melahirkan ketentuan baru bahwa kreditur kedua akan naik 

peringkat menjadi pemegang hak tanggungan pertama setelah utang 

debitur pada kreditur pertama hapus. Ketentuan tersebut berlaku pula pada 

kreditur ketiga dan seterusnya yang dengan sendirinya akan naik satu 

peringkat sebagai akibat dari hapusnya hak tanggungan pada peringkat 

diatasnya. Apabila telah diamanahkan sebagai norma, maka keistimewaan 

– keistimewaan yang diberikan asas droit de preference akan dirasakan 

pula oleh kreditur kedua, ketiga, dan seterusnya sebagai perwujudan 

pelaksanaan hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat. 
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